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WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 245 ayat (31 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2oI4 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun zot+ tentang Pemerintahan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu bersama Walikota

Bengkulu telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015 
-sesuai 

dengan Keputusan Gubernur Bengkulu

Noilor: p.376.VIII Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang
perubahtn Anggaran Pen6apatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2Ol6-d,an Rancangan Peraturan walikota Bengkulu

ten]Lng penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanjl Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2A16;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a'

dilakukan agar- Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang

PerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun
Anggaran ZOtO iiaak bertentangan dengan kepentingan umum

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwaberdasarkanpert imbangansebagaimanadimaksud
dalam huruf a dan fruruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah Kota Bengkulu tentang Perubahan Anggaran

Fe.rdapatan dan eJtan3a Daerah Kota Bengkulu Tahun

Anggaran 2OL6;

Undang-Und.ang Nomor 6 Drt' Tahun 1956 tentang
pembeitukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam Lingkungan

Daerah Provinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1091);

2 .Undang-UndangNomorgTahunLg6TtentangPembentukan
provinsi eengfutu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor rq tafu; rcaz, Tambahan Gmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 28281:'

b .

c .

Mengingat: 1.



.,*--t*
Negara (I.erfum llegara Republik Indonesia Tlhrn
Nomor 47, Tnrnbahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentarrg
PerbendaharaEul Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa3$;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLI tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor S%al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285fl;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028ll.

4 .

5.

6 .

7 .

8 .
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9 .
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12.



14.

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

Feranran Rocrintah lioroor 24 Tahrm w q3
Kedudukan Pnotokoler dan Keuangan Pimpinan aan lryt
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepLrHik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan lembaran ]iega-ra
Republik Indonesia Nomor 44161telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 renrang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggora
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a659);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a57a\

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman dan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46lfl;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OIO tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

2I. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor t23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O|O-2OI4;



' ,

l3Z Tahun 2OtS ffi3 f*
Belanja Negara Tbhrn ffi

23. Perahrrm
Anggaran
2016 ;

24. Peraturan
Anggaran
2016;

Prtftt tfmor
Pendapatan dan

Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2I Tahun 2OII tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlI
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2OlI tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tah:un 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

29. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016-202|;

30. Peraturan Daerah Kota. Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 08);

31. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008
Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bengkulu Nomor L4 Tahun 2OL3 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas
Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2OI3 Nomor 14);



32. kahrtn n'qgkutu !*m [O .h

tcntang $rgrnan Org4isai ltllr

35 .

Daerah Kota Bengkufu fi.rmbaran Daerah Kota B"nCh'l
Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah ditlball den8F r
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Ta-hun 2Ol3
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengku}u
Nomor 1O Tahun 2008 tentang Pembenrukan Sus';::,an
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (trmbaran
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2OI3 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2OO9
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2OO9 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

33.

34.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 1.t28.196.O26.O48,75
2. Belanja Daerah Rp. I.154.462-784.268.L8

Surplus/(Defisit) (Rp. 26.266.758'219,43)

3. Pembiayaarl Daerah
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Rp. 28.822.752.9t9,43
Rp. 2.555.994.7OO.0O

Rp. 26.266.758.219.43

Sisa L,ebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

terdiri dari :



I -tunlaha-
b.
c .

a. Pendapatan Hibah Rp.
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp.
c. Dana Penyesuaian Rp.
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp.

Belanja Pegawai sejumlah RP.
Belanja Hibah Sejumlah RP.
Belanja Bantuan Sosial Sejumlah Rp.
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab
Kota dan Pemerintah Desa Sejumtah Rp.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Prov/Kab lKota dan Pemerintah
Desa Sejumlah RP.
Belanja Tidak Terduga Sejumiah Rp.

sejumlah
c. Belanja Modal sejumlah

b
Rp.

Rp. 70.3 -5. ; i,OC.&]0.0C
Rp. 29.0 :2 05:.3tr-Ol i

0,00

54.860.052.692,75
14L.664.457.000,00

603.739.963.497 ,42
5.983.200.000,00

0.00

29.527.680,00

1.500.000.000,00
1.000.o00.000,o0

Rp. 2 16.551.631 .952,60
Rp. 259.248.I23.439,16

sejuntatr
Daerah ]'ang

sah sejumlah Rp. 195.524"5O9.69e75

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksuc paci.a a;n: t1t
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah Sejumlah
b. Retribusi Daerah sejumlah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.850.000.Oi{.J:
d. Lain-lain PAD yang sah sejumlah Rp. 22.I25.0O0.OOO.CC

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul-
b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan

Pajak sejumlah Rp. 29.530.643.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 683.389.297.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 93.448.525.000,00

(a) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri
dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 6L2.252.69t.177,42
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 542.210.093.090,76

(21 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a.
b .
c .
d .

e .

f.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 66.410.337.699,00
b. Belanja Barang dan.Jasa

Dane

sah sejumlah



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada a)'ar r Ii huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya
(SILPA) sejumlah Rp. L5.222.7 52.919 ,43

b. Pencairan Dana Cadangan
sejumlah Rp.

c. Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah
sejumlah Rp.

e. Penerimaan kembali pemberian
pinjaman sejumlah Rp.

f. Penerimaan Piutang Daerah
sejumlah Rp. 0,00

ayat (1) huruf b(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan

sejumlah Rp.
b. Penyertaan Modal (investasi)

Pemerintah Daerah sejumlah
c. Pembayaran Pokok Utang

sejumlah
d. Pemberian Pinjaman Daerah

sejumlah
e. Pengembalian Sisa Dana

Transfer

hl 4

Oagaimana(1) Pembiayaan
terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

a. Penerimaan sejumlatr
b. Pengeluaran sejumlatl

dirnahd 1l1fu fu| I

Rp. 8-E22.752-919.43
Rp. 2.555,ry";0O.0O

0,00

0,00

0,00

13.600.000.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

o,00

0,00

2.555.994.700,00

0,00

0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;



6.' Lampirm

7. La.mpiran VII
8. Lampiran VItr
9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

hgrrd

Daftar Rnyertaan Modal 6rrfl f
Da-ftar Perkiraan ffi h
Pengurangan Aset Tetap Dacrab;

Daftar Perkiraan Penamhb dr
Pengurangan Aset Lain;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun ADESrc'
sebelumnya yang belum diseXer:ilan ni--r
dianggarkan kembali dalam tahun 2'rgparzrr :','":

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daera-h.

Pasal 6

Walikota Bengkulu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lrmbaran
Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Oktober 2016

WALIKOTA BENGKULU,

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR .J,I

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU (.J,I.i 2016 )


